BAB IV
ANALISIS KOMPARASI PUTUSAN FATWA LEMBAGA BAHSUL
MASAIL NAHLATUL ULAMA DAN MAJELIS TARJIH
MUHAMADIYAH

A. Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Penggunaan

Media Telekonferensi dalam Akad Nikah

Keputusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Waqi’iyyah Muktamar Nahdlatul
Ulama XXXII, 23 - 27 Maret 2010 di Asrama Haji Sudiang, Makasar, Sulawesi
Selatan tentang transaksi via alat elektronik yang dimana dalam fatwa ini juga
memutuskan fatwa tentang pernikahan jarak jauh via alat elektronik.
1. Transaksi via alat elektronik
a. Deskripsi

Perkembangan dan kemajuan teknologi di dunia secara tidak langsung sudah
mengubah interaksi antar manusia dengan manusia lainnya. Dengan teknologi,
interaksi antar manusia tetap terjalin meski tidak bertemu. Hadirnya Internet
sudah memberikan dampak yang sangat signifikan, tidak hanya interaksi antar
manusia sebagai subjek namun perubahan juga terjadi pada lini bisnis. Transaksi
bisnis antar manusia baik micro maupun macro telah bergeser, dari secara
konvensional menjadi digital. Perubahan perilaku tersebut memberikan
kemudahan-kemudahan, namun juga tidak sedikit celah yang dapat dimanfaatkan
untuk kegiatan yang merugikan.

Perjanjian sebagai bentuk ikatan legal formal pun ikut terpengaruhi dengan
adanya perkembangan teknologi. Perjanjian kontrak sekarang sudah lazim
dilakukan secara online dengan menggunakan kontrak elektronik. Kontrak

elektronik merupakan perjanjian para pihak dengan menggunakan bantuan media
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komunikasi. Kontrak elektronik biasanya dilakukan dengan menggunakan media
email, faksimile, telegram, telex, internet dan telepon.

Kontrak secara elektronik yang dengan memanfaatkan media komunikasi dan
informasi adakalanya tidak memperhatikan rukun jual beli (ba’i) yang sudah
ditetapkan seperti shigat, ijab-kabul, dan syarat pembeli dan penjual yang harus
sesuai dengan ketentuan figh. Lebih jauh lagi, bahkan pada transaksi dan kontrak
secara elektronik belum bisa dijamin keamanan datanya, para pihak yang
berkontrak, pembayaran dan kerugian antar pihak yang harus ditanggung.
Perjanjian secara elektronik tersebut sekarang tidak hanya berlaku untuk sarana

bisnis, namun di negara arab sudah terjadi perkawinan (akad) secara elektronik.

b. Pertanyaan :

1) Bagaimana hukum transaksi dan kontrak elektronik dengan pemanfaatan
media seperti telepon, e-mail atau cybernet dalam perjanjian akad jual
beli dan perkawinan?

2) Akad atau perjanjian jual beli dan perkawinan yang dilakukan bukan
dalam satu majelis atau jarak jauh apakah sah?

3) Bagaimana hukumnya melakukan pernikahan dengan cara mengirimkan
sms dari calon mempelai pria kepada seseorang (wali) yang berada di

majelis?

c. Jawaban:
1) Hukum akad jual beli melalui alat elektronik sah apabila sebelum

transaksi kedua belah pihak sudah melihat memenuhi mabi’ (barang yang
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diperjual belikan) atau telah dijelaskan baik sifat maupun jenisnya, serta
memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun jual beli lainnya.

Sedangkan hukum pelaksanaan akad nikah melalui alat elektronik tidak
sah, karena : (a) kedua saksi tidak melihat dan mendengar secara
langsung pelaksanaan akad; (b) saksi tidak hadir di majelis akad; (c) di
dalam akad nikah disyaratkan lafal yang sharih (jelas) sedangkan akad
melalui alat elektronik tergolong kinayah (samar).

Pelaksanaan akad jual-beli meskipun di majelis terpisah tetap sah,
sedangkan pelaksaan akad nikah yang berada di majelis terpisah tidak
sah.

Hukum melakukan akad/transaksi dengan cara pengiriman SMS dari
calon pengantin pria berisi catatan waqgalah (pemberi kuasa hukum)
kepada seseorang yang hadir di majelis tersebut hukumnya sah dengan

syarat aman dan sesuai dengan nafs al-amri (sesuai dengan kenyataan).

Dasar pengambilan hukum

1)

Agwal Al-Ulama’
a) Nihayah Al-Mubhtaj ila Syarh Al-Minhaj

b3 (< Bl &) Sa LS e N 20 e b (e ¥ 41 Y1 )
ERECR N E LN R AR REAET S B Y RESA R I

Vg sim (g8 51550 0 L& 5N 39 yhay dnis 3 4l AN 5 il

e L8 i 1 35 8 4050 4 skl S

(dan menurul qaul Al-Azhar, sungguh tidak sah) selain masalah
fuga’-sari anggur yang dijual dalam kemasan rapat/tidak terlihat
(jual-beli barang ghaib), yakni barang yang tidak terlihat oleh
kedua orang yang bertransaksi, atau salah satunya. Baik barang
tersebut berstatus sebagai alat pembayar ataupun barang tersebut
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berstatus sebagai barang yang dibayari. Meskipun barang tersebut
ada dalam majelis akad dan telah disebutkan kriterianya secara
detail atau sudah dikenal secara luas —mutawatir-, seperti
keterangan yang akan datang. Atau terlihat dibawah cahaya, jika
cahaya tersebut menutupi warna aslinya, seperti kertas putih.
Demikian menurut kajian yang kuat.
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Hasyiyah Al-Bujairami ‘ala Al-Khatib
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“Muhammad Syaubari Al-Khudry berkata : “Termasuk padanan
kasus tercegah melihat mabi’-barang yang dijual-adalah melihat
mabi’ dari balik kaca. Cara demikian tidak mencukupi syarat jual
beli. Sebab, standarnya adalah menghindari bahaya ketidakjelasan
mabi’, yang tidak bisa dipenuhi dengan cara tersebut. Sebab, secara
umum barang yang terlihat dari balik kaca terlihat beda dengan
aslinya. Demikian keterangan dari syarh Al-Ramli”.

Futuhat Al-Wahhab bi Syarh Manhaj At-Thullab
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“(Ungkapan Syaikh Zakaria Al-Anshari: “Maka —dalam jual beli-
diperhitungkan ungkapan yang menunjukkan kerelaan”), atau yang
bersubtansi sama dari ungkapan yang memanifestasikan kerelaan,
seperti tulisan atau sesamanya, seperti isyarat orang bisu. Demikian
penjelasan Barmawi. ”

Syarh Al-Yaqut Al-nafis
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“Yang diperhitungkan dalam akad-akad adalah subtansinya, bukan
bentuk lafalnya. Dan jual beli via telpon, teleks, dan telegram dan
semisalnya telah menjadi alternatif utama dan dipraktikkan. ”
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e) Hasyiyah Al-Bujairami ‘ala Al-Khatib

f)

Wl gLt (55 38 7 530 535530 60 5 B Y (g ) (i) 4138
Ae W i cnalall oy 5 A58 el Y dall 3 ks
A3 5 AL AT i) U Ge (R e iy (SR ) Al
8 LA Ay 5 Ladiall 5 el 5 Al L

Ungkapan Al-Khatib Al-Syirbini (dan lafal), maksudnya hafal
ucapan wali istri dan suami. Maka tidak cukup hanya mendengar
ucapan mereka dalam tempat gelap. Sebab, suara yang satu dengan
yang lainnya itu mirip. Bagi dua orang saksi nikah sebaiknya juga
menghafal jam akad untuk menentukan nasab anak (dari pasangan
tersebut). Ungkapan Al-Khatib As-Syirbini (bahkan lebih dari enam
syarat) dan bagi masing-masing dari dua saksi nikah diisyaraktkan
untuk mampu mendengar, melihat, menghafalm dan mengetahui
bahasa dua orang yang berakad.

Hawasyai Al-Syarwani wa Al-Abbadi ‘ala Al-Tuhfah
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“(dan sah) jual beli dari selain orang yang mabuk, yang tidak
mengerti. Sebab ia tidak termasuk orang yang sah niatnya, seperti
keterangan dalam bab Talak yang akan datang. (dengan sighat
kinayah) beserta niat... menulis pada yang tidak zat cair dan udara
termasuk kinayah. Maka jual beli dengannya disertai niat hukumnya
sah. Meskipun bertranskasi dengan orang yang hadir dalam majelis
akad. Maka ia harus segera menerima akad tersebut ketika
mengetahuinya, dan khiyar mereka berlaku sampai bubarnya
majelis penerimaan —kabul- akad. (ungkapan Ibnu Hajar ‘“dan
menulis...”) dan sama dengannya, berita via teknologi kabel —
telepon- yang dikembangkan pada zaman sekarang ini. Maka akad
dengannya tersemasuk kinayah menurut kajian yang kuat. ”

g) Hasyiyah Al-Bujairami ‘ala Al-Khatib



h)

62

A Feaa A5 LS Egl o i (950 Bl Lgagdld) T i g6 e 5

) 5 sl ) A0 M A& W ol s ALS 5 8 dis e (K
JAS A 45K 51 450 A 5ia 5 Gl ey AN 1Y) DAY s

AU A g 5 S A 8 g8 Ll B US (I8 &) 5 &llh oY

“Dan ungkapan Ali Sibramalisi, “sementara bila isyarat orang buta
hanya dipahami oleh orang pintar saja, bukan selainnya, maka
dengan kinayah. Maka pernikahan orang buta tersebut sah dengan
isyrat atau tulisannya, ketika udzur mewakilinya. Bagi kita, tidak
ada nikah yang sah dengan kinayah melainkan dengan tulisan dan
isyarat orang buta ketika hanya orang pintar saja yang mampu
memahaminya. Mafhumnya, andaikan ia mampu mewakilkan akad
dengan penulisan atau isyarat yang hanya dipahami oleh orang
pintar saja, maka akad nikahnya harus diwakilkan. Sebab, meskipun
hal itu termasuk kinayah, namun pada hakikatnya adalah kinayah

dalam mewakilkan. Sementara akad mewakilkan bisa sah dengan
kinayah. Demikian penjelasan Ali Sibramalisi. ”

Sunan Al-Daruquthni
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“Dari A’isyah, ia berkata: Nabi bersabda: “Dalam nikah harus
empat orang, yaitu wali, calon suami, dan dua orvang saksi.” Abu Al-
Khasib tidak diketahui. Namanya adalah nafi’ bin Maysarah. (HR.
Daruguthni)

Refrensi Lain

1) Hasyiyah Al-Bujaraimi ‘ala Al-manhaji, Juz X1, h.476

2) Al-Fawaid Al-Mukhtarah li Salik Tharig Al-Akhirah Al-
Mustafadah min Kalam Al-‘Allamah Al-habib Zan bin Ibtahim

bin Smith, edisi Ali bin Hasan Baharun, h.246
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3) Syarh Al-Yaqut Al-Nafis, h. 356, karya Muhammad bin Ahmad
bin Umar Asy-Syatiri.

4) Muhgni Al-Mubhtaj ila Ma’rifah Alfazh Al-Minhaj, Juz 111, h. 186

5) Hasyiyah Al-Bujaraimi ‘ala Al-Khatib, karya Sulaiman bin
Muhammad Al-Bujairami, Juz 111 h. 398

6) Baths li Ba’dh Al-Nawazil Al-Fighiyah, Juz XII, h. 1-3

7) Al-Majmu’, Juz IX, h. 167-169

8) I’anah At Thalibin, Juz III, h. 103

9) Hasyiyah Al-Jamal, Juz XIII, h. 259

B. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Penggunaan Media

Telekomunikasi dalam Akad Nikah

Akad nikah via video call (Disidangkan pada jum’at, 16 Jumadats-Tsaniyah
1429 H/20 Juni 2008)

Pertanyaan :

Perkembangan teknologi telah merubah berbagai sendi-sendi kehidupan
masyarakat. Komunikasi saat ini tidak harus dilakukan dengan bertemu secara
langsung. Namun juga bisa berkomunikasi melalui gambar atau video yang
memiliki fasilitas vidio call dengan jaringan yang memungkinkan seperti 4G.
Berkenaan dengan kemudahan dan interaksi yang dapat kita lakukan dengan
menggunakan media telekomunikasi, bagaimana hukumnya pelakukan akad nikah
(perkawinan) secara jarak jauh dengan memanfaatkan media komunikasi?

Jawab :
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Akad nikah dikatakan sah secara agama (syar’i) apabila telah memenuhi
berbagai syarat dan rukun nikah. Menurut pendapat ulama kebanyakan rukun
nikah ada lima, yaitu adanya kedua mempelai (laki-laki dan perempuan), wali
nikah, hadirnya dua saksi dan akad (ijab gobul). Lima rukun nikah menurut
jumhur ulama tersebut masing-masing memiliki syarat. Syarat khusus untuk ijab
gobul adalah sebagai berikut:

1. Proses perkawinan (ijab dan gobul) dilakukan dalam satu majelis;

2. Berkesinambungnya antara ijab dan gobul. Misalnya wali mengatakan:

“Saya nikahkan anda dengan putri saya Khadijah...”, kemudian calon

2

suami menjawab: “Saya terima nikahnya Fatimah...”, maka nikahnya
tidak sah, karena antara ijab dan kabul tidak sesuai.

3. Wali yang melaksanakan prosesi ijab tidak menarik ucapannya sebelum
mempelai pria jawabnya (mengucapkan qobul). Apabila wali menarik
ucapannya sebelum calon suami menjawab makan ijab gobul dinyatakan
tidak sah.

4. Akad berlaku hanya saat itu pada juga, dan dapat tidak berlaku untuk
waktu-yang akan mendatang. Apabila wali mengucapkan: “Saya nikah kan
kamu dengan putri saya Khadijah besok lusa atau besok”. Maka ijab gobul
seperti ini tidaklah sah.

ljab dan qobul dalam satu majelis maksudnya adalah ucapan yang

disampaikan oleh wali nikah (ijab) dan ucapan menerima yang diutarakan oleh

calon suami (qobul) terjadi pada satu waktu. Memenuhi unsur satu majelis jika

setelah ijab disambung dengan gabul dan tidak ada jeda waktu yg lama.
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Ijab dan gobul tidak diperkenankan ada jeda waktu yang lama. Sebab adanya
jeda waktu antara hijab dan gobul, maka ucapan calon suami tidak dianggap
gobul. Adanya jeda waktu antara ijab dan juga gobul mengindentifikasikan bahwa
calon suami menolak untuk menerima qobul. Jeda antara ijab dan juga gobul tidak
boleh diselangi sedikitpun perkataan atau apapun yang tidak menjadi bagian dari
pada proses tersebut. Dan juga tidak dipekenankan pergi atau berpindah dari pada
tempat akad.

Berdasarkan penjelasan di atas sebenarnya bisa kita tarik kesimpulan bahwa
ijab dan pada qobul tidak perlu dilakukan dalam waktu tempat. Akad ijab gobul
melalui surat dan atau utusan sebenarnya sudah disepakati oleh para ulama
madzhab. Seperti halnya wali yang mengirim kan ijab pada calon suami dengan
untuk menerima ijab (qobul) melalui surat dan atau utusan.

Dalam pelaksanaannya, ketentuan satu majlis yang harus dipenuhi ketika ijab
gobul menggunakan media surat yaitu saat surat dari wali diterima oleh calon
suami, selanjutnya di bacakan dan segara dijawab qgobul oleh calon suami
dihadapan para saksi. Hal tersebut dianggap sah, karena dapat dikategorikan
dalam satu majlis. Berkesinambungan antara ijab dan qobul walaupun melalui
media surat menyurat.

Selanjutnya, dalam satu majelis pada ijab gabul yang diselenggarakan melalui
utusan adalah tempat dimana utusan dari wali calon mempelai perempuan
mengucapkan ijab kemudia dijawab dengan segera tanpa jeda oleh calon suami
laki-laki secara berkesinambungan (qobul). Maka ijab gobul seperti itu dianggap

sah secara syar’i karena dilakukan dalam satu majelis.
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Media komunikasi pada zaman tersebut belum secanggih sekarang.
Perkawinan hanya bisa dilakukan dengan menggunakan media utusan dan surat.
Namun, saat ini media komunikasi telah berkembang begitu pesatnya, mulai dari
sms, whatsapp, telegram, videoconference, zoom, dan lain sebagainya. Teknologi
saat ini memungkinkan seseorang berkomunikasi secara realtime, sehingga terasa
sangat dekat.

Teknologi saat ini tidak hanya memungkinkan seseoarang untuk dapat
mengirimkan pesan teks, namun lebih dari itu juga dapat mengirimkan media
beruba suara, video maupun lainnya. Terlebih berkembangnya teknologi 4G saat
ini sudah dapat menyambungkan satu orang dengan orang lain melalui video call
secara realtime. Untuk menggunakan perangkat yang canggih seperti itu juga
tidak diperlukan dana yang besar, karena hampir semua teknologi handphone saat
ini sudah mendukung untuk teknologi teleconference.

Dengan teknologi yang bisa berkomunikasi secara langsung, seperti bertatap
muka namun hanya terpisahkan layar saat ini sangat layak diperbolehkan untuk
digunakan sebagai media untuk ijab gobul, jika cara dengan menggunakan surat
dan utusan saja diperbolehkan. Cara dengan menggunakan utusan dan surat
sebenarnya masih terdapat jeda waktu, namun masih dianggap sebagai satu
majelis.

Pertimbangan selanjutnya adalah dengan menggunakan sarana utusan atau
surat wali dari pihak perempuan tidak melihat jawaban (gobul) secara langsung,
sehingga dapat dimungkinkan terjadi pemalsuan atau ketidakbenaran. Dengan
menggunakan teknologi videocall, baik wali maupun calon suami dapat melihat

pengucapan ijab dan gobul secara langsung. Dengan jelasnya prosesi ijab dan
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gabul secara terang, dapat meminimalisir adanya pemalsuan antara keduanya.
Sehingga proses ijab dan qobul dianggap sah dan lebih menyakinkan dibanding
dengan menggunakan sarana surat maupun utusan. Jika surat dan utusan saja
dianggap sah, dengan menggunakan teknologi seperti sekarang harusnya juga
diperbolehkan.

Melihat uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ijab dan qobul melalui
media videocall tetap sah. Antara wali dari pihak perempuan dan gobul dari calon
suami dilaksanakan menggunakan bantuan videocall dengan tanpa halangan dan
tidak terhalang syarat, rukun, dan tatacara ijab qobul. Apabila akad ijab dan kabul
melalui video call sah antara wali dengan calon suami, maka sah juga untuk akad
tawkil (mewakilkan) dari pihak wali kepada wali jika wali mewakilkan akad nikah
pada orang lain. Bahkan juga akad ijab dan kabul melalui video call antara wakil
dengan mempelai pria.

Meskipun adanya teknologi sudah sangat mendukung terselenggaranya
perkawinan atau ijab gabul jarak jauh, namun sebaiknya prosesi perkawinan (ijab
gobul) tetang dilaksanakan secara langsung. Tidak hanya secara agama saja,
melainkan proses perkawinan juga syarat akan filosofis, budaya, dan tradisi yang

perlu Kita lestarikan bersama.

C. Analisis Komparatif
1. Persamaan pendapat tentang nikah jarak jauh antara Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah
a. Kedua lembaga fatwa ini memiliki sumber hukum yang sama yaitu

Al-Qur’an dan Al-Hadist
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Seperti yang dibahas sebelumnya, Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama menetapkan hukum berdasarkan Al-Qur’an dan Al-
Hadist. Begitu pula Majelis Tarjih Muhammadiyah yang bersumber
penetapan hukumnya adalah Al Qur’an dan Al Hadist karena bagi

umat Islam memang keduanya inilah pegangan dalam hidup.

Fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga fatwa ini merupakan
jawaban atas pertanyaan dari masyarakat.

Di zaman yang sangat modern ini kita tak lagi bisa menghindari
kemajuan teknologi yang semakin canggih. Dalam bidang apapun
kita pasti akan bersentuhan dengan teknologi itu sendiri. Kemajuan
teknologi ini menjadi masalah tersendiri bagi umat islam dalam
segala aspek kehidupan baik ibadan maupun mu’amalah. Karena di
dalam Al Qur’an dan Al Hadist tidak dijelaskan hukum
penggunaannya. Dari sinilah timbul keinginan masyarakat untuk
bertanya bagaimana hukum ibadah atau mu amalah yang dilakukan
dengan menggunakan teknologi dan diajukan kepada dua lembaga
fatwa ini agar tidak terhadi kegaduhan diantara masyarakat.

Kedua lembaga fatwa ini merujuk kepada empat mazhab besar
dalam fikih yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan Hambali.

Setelah Al Quran dan Al Hadist, kedua lembaga fatwa ini
menjadikan pendapat para imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Maliki,
Syafi’l dan Ahmad Hambl sebagai sumber rujukan. Metode yang

digunakan dalam menetapkan suatu hukum baik oleh Lembaga



69

Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama maupun majelis Tarjih
Muhammadiyah, keduanya merujuk kepada pendapar empat umam
mazhab besai ini.

d. Syarat ittihad Al Majlis (bersatunya majelis) disepakati oleh kedua
lembaga fatwa ini
Menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama syarat akad
nikah salah satunya adalah Ittihad Al Majlis atau bersatunya majelis,
begitu pula dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah yang juga
mensyaratkan akad nikah berlangsung di dalam satu majelis. Namun
perbedaan dalam menafsirkan makna Ittihad Al-Majlis lah yang

membuat hasil fatwa kedua lembaga ini berbeda.

2. Perbedaan pendapat tentang Pernikahan Jarak Jauh antara Lembaga
Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah
a. Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama
1) Merujuk kepada pendapat Imam Syafi’i

Dari banyaknya pendapat mengenai hukum penggunaan media
telekonferensi dalam akad nikah, Lembaga Bahtsul Masalil
Nahdlatul Ulama memilih merujuk kepada pendapat Imam
Syafi’i yang terkenal sangat detail dan berhati-hati dalam
menetapkan sebuah hukum. Mazhab Syafi’i sendiri merupakan
mazhab yang diikuti oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

2) Menggunakan metode Qiyas
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Tentu saja pada masa hidup Imam Syaf’i belum ada yang
namanya telekonferensi, bahkan alat komunikasi pun belum
ditemukan pada saat itu. Jika ingin berkomunikasi jarak jauh
satu-satunya cara adalah dengan berkirim surat. Karena Imam
Syafi’i tidak pernah menetapkan hukum penggunaan media
telekonferensi dalam akan nikah, maka dari itu Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama menggunakan Qiyas antara
penggunaan media telekonferensi dan penggunaan surat dalam
akad nikah.

Menerima [jma’ Ulama terdahulu

Sejak berdirinya lembaga ini hingga sekarang, hasil dari kajian
Lembaga Bahtsul Masail ini dapat dijadikan sebagai fatwa, dan
boleh difatwakan secara parsial tanpa memohon persetujuan
kepada pengurus pusat (PBNU) hal ii yang terkadang sering
berbenturan dengan kepengurusan dipusat. Karena dianggap
mewakili ulama dengan produk hukumnya Kkarena telah
memenuhi standar kapasitas dan kredibilitas keluasan ilmu yang
dimilikinya, walauapun secara struktur berada di tingkat bawah
(syuriah ranting NU).

Fatwa yang dihasilkan dimungkinkan berbada-beda antara
cabang satu dan cabang lainnya

Bahtsul Masail secara kelembagaan baik ranting, wakil cabang,
cabang, wilayah dan pusat mereka diberikan kewenangan untuk

menghasilkan produk hukum yang nantinya produk hukum
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tersebut akan dipatuhi oleh seluruh umat pengikutnya dan
hasilnya akan langsung difatwakan kemudian dijadikan sumber

hukum yang sah.

Majelis Tarjih Muhammadiyah

1)

2)

3)

Merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah

Berbeda dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama,
Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih cenderung menggunakan
pendapat Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum
mengenai penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah.
Imam Abu Hanifah dikenal sangat fleksibel dalam menetapkan
suatu hukum.

Tidak menerima secara kolektif metode Qiyas

Pasa dasarnya Majelis Tarjih Muhammadiyah tidak menerima
penggunaan metode giyas sebagai metode penetapan hukum,
terlihat dari banyaknya peserta Muktamar Tarjih yang menolak
penggunaan metode giyas ini. Namun tidak sedikit pula peserta
yang menerima metode ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
warga Muhammadiyah tidak sepakat menggunakan metode
giyas ini sebagai metode penetapan hukum.

Tidak menerima [jma’ Ulama’ terdahulu

Ijma’ yang bisa digunakan oleh para ahli ushul figh dalam
menetapkan sebuah hukum tidak selalu digunakan oleh Majelis
Tarjihn  Muhammadiyah dalam istinbath hukum, karena

Muhammadiyah hanya mengakui ijma yang dilakukan oleh
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sahabat Nabi SAW, selain dari itu Muhammadiyah tidak
mengakui hasil ijma’nya. Menurut Muhammadiyah tidak
mungkin ada lagi ijma’ setelah masa sahabat, hal itu
dikarenakan pada masa sahabat umat islam masih sedikit, jadi
dimungkinkan untuk melakukan ijma’.

4) Hasil fatwa ini disepakati secara kolektif oleh seluruh warga
Muhammadiyah

Berbeda dengan Lembaga Bahtsul Masail NU yang disetiap cabangnya bisa
terjadi perbedaan pendapat mengenai suatu hukum, pada Majelis Tarjih
Muhammadiyah ini bersifat kolektif. Oleh sebab itu hasil fatwa yang dikeluarkan
oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah harus dipatuhi oleh seluruh warga
Muhammasiyah.

Seiring dengan semakin pesatnya kemajuan zaman, masalah yang dihadapi
umat manusia juga semakin dinamis, dikarenakan persentuhan dengan teknologi
tidak lagi dapat terelakkan oleh umat manusia, bahkan bisa dikatakan
memudahkan hidup manusia zaman modern ini. Hal ini menyebabkan banyaknya
problematika konteporer yang dihadapi oleh umat islam.

Diantara problematika umat saat ini berkaitan dengan teknologi dalam
menunjang proses ibadah kepada Allah SWT diantaranya adalah prosesi akad
nikah. Tentu saja jika kita cari dalam kitab terdahulu karya imam mazhab seperti
Imam Abu Hanifah, Imam Maliki, Imam Syafi’i dan Imam Ahmad, pasti Kita
tidak menemukan keterangan yang jelas tentang status hukum atas permasalahan

tersebut.
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Hal itu wajar karena pada zaman itu belum perkembang teknologi yang
begitu luar biasa seperti sekarang ini. Telepon saja belum ditemukan pada zaman
itu, apalagi teknologi telekonferensi. Masalah yang dapat kita temukan pada kitab-
kitab fikih klasih hanyalah masalah akad nikah dengan surat dan akad nikah
dengan tawakil atau perwalian.

Inti dari masalah ini sebenanrnya ialah salah satu syarat sah akad nikah
ialah ittiha Al-Majlis atau bersatunya majelis. Baik akad nikah yang dilakukan
dengan surat, perwalian atau telekonferensi terdapat illat yang sama yaitu akad
nikah dengan cara seperti ini tidak dilakukan di dalam satu majelis yang mana
beberapa ulama menganggapnya tidak sah.

Pada pembahasan di atas membahas fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga
fatwa dari dua organisasi islam di Indonesia yaitu Lembaga Bahtsul Masail NU
dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Masing-masing lembaga ini mengeluarkan
fatwa yang berbeda tentang status hukum penggunaan media telekonferensi dalam
akad nikah, bahkan keduanya bertolak belakang.

Pertama, Lembaga Bahtsul Masail NU yang memutuskan bahwa
penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah hukumnya tidak sah. Tentu
saja keputusan ini diambil berdasarkan argumen yang kuat tentang tidak sahnya
akad nikah yang dilakukan tidak dalam satu majelis. Karena lembaga ini
menganggap pengertian dari satu majelis itu menyangkut kesatuan tempat secara
fisik sehingga dalam akad nikah seluruh rukun dan syarat akad nikah harus berada
di tempat yang sama.

Berbeda dari Lembaga Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih

Muhammadiyah memutuskan penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah
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hukumnya sah, yang pastinya diikuti dengan dasar argumen yang kuat pula. Dari
keputusan ini dapat dilihat bahwa menurut lembaga ini makna kesatuan majelis
bukanlah merupakan kesatuan tempat, melainkan kesinambungan waktu.

Dari dua pendapat diatas, bisa dikatakan kedua lembaga fatwa ini merujuk
dua imam mazhab yang berbeda. Lembaga Bahtsul Masail merujuk kepada
pendapat Imam Syafi’i, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah merujuk
kepada pendapat Imam Abu Hanifah yang memang berbeda pendapat tentang
makna dari ittihad al-majelis ini.

Dari keputusan dua fatwa tersebut, penulis cenderung lebih setuju kepada
fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah yang merujuk kepada
pendapat Imam Abu Hanifah yang mengartikan bersatunya majelis dengan
kesinambungan waktu. Dengan begitu penggunaan media telekonferensi dalam
akad nikah dapat dikatakan sah karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat
sah nikah.

Apalagi penggunaan media telekonferensi ini dapat meminimalisir unsur
keraguan dari kedua belah pihak yang menikah, karena tidak hanya dapat
berkomunikasi secara audio, namun juga dapat berkomunikasi secara visual.
Sehingga keduanya dapat melihat satu sama lain pada monitor atau layar secara
realtime, dan dapat mendengar apa yang dibicarakan dari pengeras suara. Kedua
pihak yang berakad juga tentunya harus sudah mengenal dengan baik satu sama
lain, sehingga dapat dengan yakin bahwa wajah yang ada pada layar dan suara
yang terdengar dari pengeras suara merupakan wajah dan suara dari pihak yang

satu dalam hal ini mempelai yang tidak berada di majelis tersebut.
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Landasan hukum yang mengatakan sahnya penggunaan media
telekonferensi dalam akad nikah juga bisa dipertanggungjawabkan karena
argumen ini berdasarkan kaidah ushuliyyah dan fighiyyah yang ada. Sehingga
pendapat ini juga memiliki argumen yang kuat dalam mengambil keputusan
hukum.

Dalam kaidah fighiyyah disebutkan :

Lz 5155 5 Adall g 33 4540

Hukum itu berlaku berdasarkan ada tidaknya illat (alasan/sebab-sebab

tertentu)

Pada kasus kali ini, illat-nya adalah tidak bersatunya mejelis dalam artian
bersatunya tempat secara fisik, namun bagi Majelis Tarjih Muhammadiyah akad
nikah seperti ini dapat dikategorikan sebagai akad yang berlangsung satu majelis
karena dilakanakan dalam waktu yang berkesinambungan. Sehingga sah jika
penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah ini dilakukan.

Tentu saja pada masa hidup imam mazhab belum terpikirkan masalah
konteporer seperti ini dikarenakan belum ditemukannya teknologi yang mutakhir
seperti sekarang. Yang jika konsep fikih terdahulu diaplikasikan pada masalah
kontemporer dewasa ini dan konsep fikih terdahulu terkesan sempit jika
dihadapkan dengan masalah ini. Dalam hal ini ditemukan pernyataan Imam
Syafi’i yang dituangkan oleh Imam Jalal Ad-Din As-Suyuthi dalam kitabnya Al-
Asybah wa An-Nazho’ir :

adl 5 Y1 G Ll

Sesuatu (masalah) itu apabila sempit, maka perluaslah (pembahasannya)
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Imam Syafi’i sendiri memerintahkan kepada Kkita agar memperluas
pembahasan masalah yang kita dapat. Karena saat ini sudah tidak mungkin
masyarakat tidak bersentuhan dengan teknologi dan hal ini menuntut agar fikih
juga dapat beradaptasi dengan kondisi sekarang.

Dikatakan dalam kitab Syarh Al-Qowa’id Al-Fighiyyah karya Syeikh
Ahmad bin Musthafa Al-Zarga sebagai berikut:

O i JSAY 1 5K

Tidak dapat dipungkiri perubahan hukum terjadi disebabkan oleh perubahan
zaman.

Dari kaidah ini dapat disimpulkan bahwa perubahan zaman bisa
mempengaruhi perubahan hukum. Zaman dahulu tidak sahnya akad nikah via
surat atau sejenisnya yang dikarenakan tidak bersatunya mejelis secara fisik atau
kesatuan tempat menurut mazhab Syafi’i disebabkan oleh adanya kemungkinan
untuk salah satu pihak berbohong dalam akad tersebut.

Wajar saja ditakutkan terjadi kebohongan karena kedua belah pihak yang
berakad tidak melihat satu sama lain, dan akad nikah yang dilakukan tersebut
bersifat kinayah atau samar, sedangkan menurut Syafiiyyah akad itu harus bersifat
Sharih atau jelas.

Dalam kasus penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah ini,
memang syarat ittihad al-majlis yang didefiniskan oleh ulama Syafiiyah tidak
terpenuhi yaitu kesatuan tempat secara fisik, namun kemungkinan untuk
berbohong dalam akad nikah dengan cara ini sangat kecil sekali, karena kedua
belah pihak dapat melihat secara jelas pihak lainnya dan dapat mendengar secara

jelas juga apa yang dikatakan oleh pihak lainnya secara real time atau saat itu
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juga. Sehingga jika ada kebohongan tentu akan langsung disadari oleh pihak
lainnya.

Selain kaidah-kaidah di atas, ada juga ayat Al Qur’an dan Hadist yang
menjadi dasar dari analisis permasalahan ini, diantaranya Allah SWT berfirman
dalam Surah Al-Bagarah ayat 185 yang berbunyi :

(VA8 i) Sl a8 0 5 Y5 5l &5 Gy )
Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran

bagimu (Q.S. Al-Bagarah : 185)

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman :
(YA gal) 208 de ch W 3 a8 Jas s

Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.
(Q.S. Al Hajj : 78)

Selain firman Allah SWT, sabda Nabi Muhammad SAW juga ada yang
menguatkan pendapat ini. Diantaranya Hadist Nabi yang berbunyi :

calulpanle a0 L N 08 08 Ak ) ) ol G Gl B

| 851 58255 5089 513 50

Dari Anas bin Malik ra berkata : bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda :
mudahkanlah dan jangan kalian persulit, berilah mereka ketenangan dan
jangan buat mereka lari. (H.R Al-Bukhori).

Dalam hadist lainnya Nabi SAW bersabda :

e i i i s A L s 6 T e A m Bile
330 OIS G B8 38 W) 5% Al e b Sndl 5211 0ioal G

e

Dari Aisyah ra mengatakan, “Tidaklah Rasulullah SAW diberi kesempatan
memilih diantara dua perkara melainkan beliau akan mengambil yang paling
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ringan antara keduanya selama itu tidak terjatuh kepada suatu dosa. Akan
tetapi jika hal itu berupa dosa, maka beliaulah orang paling menjauhinya
(HR. Bukhori).

Dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazh’ir juga terdapat kaidah yang berbunyi :

Sl 185 A

Kesulitan itu menuntut adanya kemudahan.

Dari ayat, hadist, dan kaidah di atas, dapat kita pahami bahwa Islam
menghendaki adanya kemudahan untuk umatnya. Hal ini berkaitan dengan
masalah penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah, dengan sahnya
hukum penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah, kita telah
menghadirkan kemaslahatan umat. Dengan menghilangkan kesulitan dan
mewujudkan kemudahan untuk umat.

Karena pada dasarnya penggunaan media telekonferensi dalam akad nikah
telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan, konsep ittihad al-
majelis yang berarti berkesinambungan waktu telah terpenuhi. Selain itu,
teknologi telekonferensi ini juga dapat menghilangkan keraguan akan adanya
kebohongan. Sebab selain dapat mendengar suara pihak lian, kedua belah pihak
juga dapat saling melihat pada monitor atau layar yang tersedia saat
dilaksanakannya akad nikah dengan menggunakan media telekonferensi yang
bersifat rela time atau pada waktu yang bersamaan.

Kendati demikian, akad nikah merupakan prosesi sakral yang akan lebih
baik jika dilakukan dalam satu majelis pada tempat yang sama. Momen yang

diinginkan untuk dilakukan hanya sekali seumur hidup tentu akan lebih baik jika
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seluruh pihak yang berakad baik mempelai maupun keluarga besar mempelai

dapat berada dalam majelis yang sama.



